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BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Alasan Pemilihan Judul

Salah satu asas yang diterapkan oleh Pemerintahan Indonesia adalah asas

desentralisasi. Desentralisasi adalah penyerahan kewenangan dari pemerintah

pusat kepada pemerintah daerah unuk mengurusi urusan rumah tangganya sendiri.

Sebagai wujud dari penerapan asas desentralisasi adalah terbentuknya daerah

otonom yang terbagi dalam daerah provinsi, daerah kabupaten dan daerah kota

yang bersifat otonom. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004

tentang Pemerintahan Daerah dimana setiap Daerah diharapkan mampu

mengelola semua masalah pemerintahan mereka sendiri termasuk perekonomian

menurut asas otonomi daerah. Perekonomian menurut asas otonomi daerah

tersebut memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengelola

segala sumber penerimaan untuk operasional demi kesejahteraan bersama

termasuk bantuan sosial untuk masyarakat.

Bantuan sosial diberikan pemerintah kepada masyarakat disesuaikan dengan

kemampuan daerah. Bantuan tersebut dapat berupa uang. Pengelolaan bantuan

sosial tersebut disesuaikan dengan prosedur yang ada. Salah satunya yaitu

prosedur pencairan bantuan sosial. Pengelolaan prosedur bantuan sosial yang baik

akan terhindar dari tindakan penyelewengan. Oleh sebab itu, prosedur yang

digunakan harus terimplementasi dengan baik dan efisien. Hal ini juga

memudahkan proses pencatatan dan pelaporan.

Di dalam akuntansi sendiri, prosedur telah dirumuskan sedemikian rupa.

Menurut W. Gerald Cole, prosedur didefinisikan sebagai suatu urut-urutan

pekerjaan klerikal yang melibatkan beberapa orang dalam satu bagian atau lebih,

disusun untuk menjamin adanya perlakuan yang seragam terhadap transaksi-

transaksi yang sering terjadi. Dalam satu sistem akuntansi, terdapat berbagai

macam prosedur. Salah satunya adalah prosedur pencairan yang lebih banyak

diimplementasikan oleh sektor publik. Prosedur pencairan bantuan Sosial adalah

proses pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada
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individu, keluarga atau kelompok masyarakat yang sifatnya tidak secara terus

menerus dan bersifat selektif, yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan

terjadinya resiko sosial.

Dalam pemerintahan Kabupaten Jember, yang bertugas mengelola pencarian

bantuan sosial dan mengawasi realisasi pencairan adalah Badan Pengelolaan

Keuangan dan Aset Kabupaten Jember. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset

merupakan instansi pemerintah yang melaksanakan keseluruhan kegiatan seperti

perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan

pengawasan keuangan daerah serta aset daerah. Badan Pengelolaan Keuangan dan

Aset mempunyai fungsi seperti melakukan perumusan kebijakan teknis di bidang

pengelolaan keuangan dan aset daerah; pengkoordinasian penyusunan tugas di

bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah; pembinaan dan pelaksanaan tugas

di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah; pelaksanaan tugas lain yang

diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Evaluasi atas prosedur pencairan bantuan sosial perlu dilakukan untuk melihat

sejauh mana prosedur diimplementasikan dengan baik dan kesesuaiannya dengan

peraturan yang berlaku. Evaluasi juga diperlukan untuk melihat apakah prosedur

telah dijalankan dengan otorisasi yang baik guna mencegah terjadinya

penyalahgunaan wewenang mengingat pengelolaan yang baik akan berdampak

pada kemajuan daerah itu sendiri.

Berdasarkan uraian diatas, maka Praktek Kerja Nyata ini diberi judul

“Prosedur Pencairan Bantuan Sosial Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan

Aset Kabupaten Jember”.

1.2 Tujuan dan Manfaat Praktek Kerja Nyata

1.2.1 Tujuan Praktek Kerja Nyata

a. Mengetahui dan memahami Pelaksanaan Prosedur Pencairan Bantuan

Sosial pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Jember.

b. Mengetahui dan membantu guna meningkatkan produktifitas kinerja

perusahaan.
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1.2.2 Manfaat Praktek Kerja Nyata

a. Bagi Mahasiswa

 Menjadikan sarana latihan kerja dan penerapan ilmu pengetahuan

yang diperoleh di bangku kuliah.

 Mengetahui pola pengembangan dan permasalah yang dihadapi

oleh instansi.

 Mampu menerapkan dan membandingkan teori dan praktek yang

diperoleh selama mengikuti perkuliahan, serta mampu

memecahkan permasalahan.

 Memperdalam dan meningkatkan kreatifitas, pengetahuan, dan

wawasan di lapangan mengenai dunia kerja khususnya di dunia

keuangan.

 Memperoleh pengalaman praktis mengenai Prosedur Pencairan

Bantuan Sosial antara prosedur yang ada dengan prosedur yang

terjadi dalam sehari-hari.

 Memantapkan pengetahuan dan ketrampilan serta menjadikan

momen praktek kerja nyata (magang) sebagai bekal untuk

mempersiapkan diri guna tujuan ke masyarakat.

 Menguji kemampuan pribadi dalam tata cara hubungan masyarakat

di lingkungan kerja.

 Menambah wawasan dan ilmu pengetahuan serta pengalaman yang

belum pernah didapat di bangku kuliah.

b. Bagi Universitas Jember

 Sebagai unsur tambahan untuk menambah wawasan mahasisiwa.

 Sebagai pengenalan antara mahasiswa dengan perusahaan atau

instansi dalam meningkatkan kreatifitas diri.

 Mempererat hubungan antara universitas dengan instansi terkait.
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c. Bagi Instansi

 Merupakan sarana untuk menjembatani antar perusahaan atau

instansi dan pendidikan Universitas Jember untuk kerja sama lebih

lanjut baik bersifat akademisi maupun bersifat organisasi.

 Membantu dalam membentuk jiwa kerja yang unggul.

 Membantu mahasiswa bagaimana cara menghadapi etos kerja yang

disiplin dan kian hari agar menjadi pekerja yang professional.

 Meringankan ataupun sedikit membantu pekerjaan pada instansi

yang terkait.

1.3 Obyek dan Jangka Waktu Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata

1.3.1 Obyek Praktek Kerja Nyata

Adapun yang menjadi obyek pelaksanaan Praktek Kerja Nyata adalah Badan

Pengelolaan Keuangan Dan Aset Kabupaten Jember, yang berkedudukan di Jl.

Jendral Ahmad Yani No. 1, Jember. Praktek Kerja Nyata ini ditempatkan pada

Bidang Perbendaharaan.

1.3.2 Jangka Waktu Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata

Praktek Kerja Nyata ini dilaksanakan selama satu bulan pada setiap jam kerja

efektif, dimulai tanggal Februari s/d Maret 2015 dengan jam kerja sebagai berikut:

Senin- Jum’at : Pukul 07.00 - 15.00

Istirahat : Pukul 12.00- 13.00

Sabtu dan Minggu : LIBUR

1.4 Bidang Ilmu

Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata ini dilakukan secara langsung berkaitan

dengan Pelaksanaan Prosedur Pencairan Bantuan Sosial Pada Badan Pengelolaan

Keuangan Dan Aset Kabupaten Jember, sebagai bahan acuan digunakan beberapa

bidang ilmu adalah:

a. Pengantar Akuntansi

b. Akuntansi Sektor Publik
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c. Sistem Akuntansi

1.5 Jadwal Kegiatan Praktek Kerja Nyata

Jadwal pelaksanaan kegiatan Praktek Kerja Nyata (magang) akan

menyesuaikan dengan jadwal lembaga atau instansi.

Tabel 1.1 Jadwal Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata

No Kegiatan
Minggu Ke

I II III IV

1. Mengajukan Surat Permohonan Praktek Kerja

Nyata kepada instansi terkait.

X

2. Membuat Proposal Praktek Kerja Nyata X

3. Melaksanakan Praktek Kerja Nyata sekaligus

berkenalan dengan Pimpinan dan karyawan

Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset

Kabupaten Jember

X

4. Membantu pekerjaan, khususnya yang berkaitan

dengan Pelakasanaaan Prosedur Pencairan

Bantuan Sosial

X X X X

5. Menyusun laporan akhir Praktek Kerja Nyata X X

6. Bimbingan secara periodik dengan dosen

Pembimbing

X
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BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengantar Akuntansi

Akuntansi adalah suatu ilmu yang digunakan untuk mempelajari aktivitas

pengeluaran dan pemasukan keuangan. Akuntansi yaitu hal yang sangat penting

bagi bisnis dan keputusan investasi yang baik. Akuntansi yang buruk adalah suatu

hal yang tidak dapat ditolerasi. Peranan akuntansi yaitu kegiatan jasa untuk

mengolah data-data keuangan atau input yang nantinya akan menghasilkan

informasi keuangan atau output dalam ukuran uang yang bermanfaat bagi

beberapa pihak yang berkepentingan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan

ekonomi.

Akuntansi adalah suatu sistem informasi yang mengidentifikasikan,

mencatat dan mengkomunikasikan peristiwa-peristiwa ekonomi dari suatu

organisasi kepada para pengguna yang berkepentingan. (Weygandt Jerry, 2007:4)

2.1.1 Pengertian Akuntansi

Ada beberapa pendapat mengenai pengertian akuntansi, diantaranya

sebagai berikut.

“Akuntansi sebagai suatu sistem atau teknik untuk mengukur dan

mengolah transaksi keuangan dan menyajikan hasil pengelohan tersebut dalam

bentuk informasi kepada pihak-pihak yang memerlukan (pemakai).”  (Suparwoto,

1989:2)

“Akuntansi adalah sebuah sistem informasi yang menghasilkan informasi

keuangan kepada pihak-pihak yang berkepentingan mengenai aktivitas ekonomi

dan kondisi suatu perusahaan.” (Rudianto, 2009:4)

“Akuntansi adalah seni pencatatan, penggolongan, dan peringkasan

transaksi dan kejadian yang bersifat keuangan dengan cara yang berbeda guna

dalam bentuk satuan uang dan penginterpretasian hasil proses tersebut. (Ahmed

Riahi, 2000:38)
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“Akuntansi suatu sistem informasi yang mengidentifikasi, mencatat dan

mengomunikasikan kejadian ekonomi dari suatu organisasi kepada pihak yang

berkepentingan. (Winwin Yadiati, 2006:6)

“Akuntansi adalah aktivitas mengumpulkan, menganalisis, menyajikan

dalam bentuk angka, mengklasifikasikan, mencatat, meringkas dan melaporkan

aktivitas atau transaksi perusahaan dalam bentuk informasi keuangan. (Rudianto,

2009:14)

2.1.2 Pengguna Informasi Akuntansi

Berikut adalah pengguna informasi akuntansi.

a. Pemakai Intern (Manajer)

Manajer perusahaan  menggunakan akuntansi untuk  mengetahui

perkembangan keuangan perusahaan  yang dikelolanya. Laporan keuangan

akan dijadikan  dasar penyusunan anggaran dan perumusan kebijakan ekonomi

perusahaan. Keputusan yang diambil oleh manajer berdasarkan informasi

akuntansi.

b. Pemakai Ekstern

Pihak ekstern adalah pihak yang berkepentingan dengan perusahaan tetapi

tidak terlibat secara langsung dalam membuat berbagai keputusan dan

kebijakan operasional perusahaan, tetapi merupakan pihak luar perusahaan,

yaitu:

a. Investor

Para investor melakukan penanaman modal dalam perusahaan dengan tujuan

untuk mendapatkan hasil yang diharapkan. Oleh karena itu, sebelum

berinvestasi dalam perusahan mereka mengevaluasi terlebih dahulu apakah

perusahaan  mereka memberikan keuntungan atau tidak.

b. Kreditur

Kreditur yaitu pihak yang memberikan pinjaman kepada calon nasabah atau

penerima kredit guna mampu mengembalikan bunga dan mengembalian utang

atau pinjaman tepat pada waktunya. Untuk itu setiap kreditur mensurvei

terlebih dahulu calon nasabahnya.
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c. Instansi Pemerintah

Informasi akuntansi bagi pemerintah sangat penting sebagai dasar dalam

penetapan pajak yang akan dibayar oleh suatu perusahaan dan untuk

mengetahui kemampuan suatu perusahaan dalam memberikan UMR pada

karyawan serta memberikan fasilitas-fasilitas untuk karyawan sesuai dengan

ketentuan dan peraturan yang berlaku.

d. Organisasi Nirlaba

Bagi organisasi nirlaba adalah organisasi yang tidak bertujuan mencari laba

misalnya organisasi keagamaan, yayasan atau lembaga pendidikan. Walaupun

bertujuan tidak untuk mencari laba, namun mereka tetap berurusan dengan

soal-soal keuangan karena mereka harus mempunyai anggaran, membayar

listrik, membayar tenaga kerja dan sewa serta urusan-urusan keuangan lainnya.

c. Pemakai Lainnya

Informasi akuntansi diperlukan juga oleh berbagai pihak lain untuk

kepentingan-kepentingan tertentu, misalnya organisasi buruh. Para buruh

membutuhkan informasi tentang laba perusahaan dan kadang-kadang juga

informasi keuangan lainnya. Informasi semacam ini penting bagi para buruh

dalam rangka mengajukan kenaikan gaji atau tunjangan-tunjangan lain dari

perusahaan tempat mereka bekerja.

2.2 Pengertian Prosedur

Prosedur merupakan alat bantu bagi perusahaan dalam menyelesaikan

pekerjaan secara teratur dan berurutan, biasanya melibatkan beberapa orang dalam

satu bagian atau lebih. Tujuan dari pengadaan prosedur adalah untuk menjamin

adanya penanganan secara seragam terhadap transaksi-transaksi perusahaan yang

sering terjadi berulang-ulang. Prosedur akuntansi sangat berperan penting dalam

memberikan informasi yang dapat dipercaya, baik bagi pihak penyelenggara

usaha maupun  pihak luar.

Prosedur adalah suatu urutan kegiatan klerikal yang biasanya melibatkan

beberapa orang dalam suatu departemen atau lebih yang dibuat untuk menjamin
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penanganan secara seragam transaksi perusahaan yang terjadi berulang-ulang

(Mulyadi, 2005:5).

2.3 Pengertian Sistem

Sistem adalah suatu jaringan prosedur yang dibuat menurut pola yang

terpadu untuk melaksanakan kegiatan pokok perusahaan. Menurut Mulyadi

(2008:2), sistem adalah sekelompok unsur yang erat berhubungan satu dengan

lainnya, yang berfungsi bersama-sama untuk mencapai tujuan tertentu. Dari

beberapa pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa suatu sistem pada

dasarnya adalah sekelompok unsur yang erat berhubungan satu dengan lainnya

yang berfungsi bersama-sama untuk mencapai tujuan tertentu (Mulyadi, 2008:2).

2.4 Sistem Akuntansi

2.4.1 Pengertian Sistem Akuntansi

Sistem akuntansi mengajarkan sistem pengenalan informasi akuntansi, sejak

data direkam dalam dokumen melalui berbagai sistem pembagian kekuasaan

dalam organisasi perusahaan data keuangan diproses dalam berbagai catatan

akuntansi, sampai dengan informasi disajikan dalam laporan keuangan. Sistem

akuntansi adalah bidang akuntansi yang terfokus pada aktivitas mendesain dan

mengimplementasikan prosedur dan pengamanan data keuangan perusahaan.

Tujuan utama dari setiap aktivitas bidang ini adalah untuk mengamankan harta

perusahaan. (Rudianto, 2009:9). Sistem akuntansi adalah organisasi formulir,

catatan, dan laporan yang dikoordinasi sedemikian rupa untuk menyediakan

informasi keuangan yang dibutuhkan oleh manajemen guna memudahkan

pengelolaan perusahaan. (Mulyadi, 2008:3). Dari pengertian sistem akuntansi di

atas, dapat diketahui unsur dari sistem akuntansi yaitu formulir, catatan yang

terdiri dari jurnal, buku besar, buku pembantu, dan laporan. Berikut diuraikan

lebih lanjut pengertian masing-masing unsur sistem akuntansi tersebut:

a. Formulir

Merupakan dokumen yang digunakan untuk merekam tejadinya transaksi.

Sering disebut dengan istilah dokumen karena dengan formulir ini peristiwa yang
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terjadi dalam organisasi direkam (didokumentasikan) di atas secarik kertas.

Contoh formulir adalah bukti kas keluar, cek, faktur penjualan. Dalam sistem

akuntansi secara manual, media yang digunakan untuk merekam pertama kali data

transaksi keuangan adalah formulir yang dibuat dari kertas (paper form).

(Mulyadi, 2008:3)

b. Jurnal

Merupakan catatan akuntansi pertama yang digunakan untuk mencatat,

mengklasifikasikan, dan meringkas data keuangan, dan data lainnya. Dalam jurnal

ini, data keuangan untuk pertama kalinya diklasifikasikan menurut penggolongan

yang sesuai dengan informasi yang akan disajikan dalam laporan keuangan.

Dalam jurnal ini pula terdapat kegiatan peringkasan data, yang hasil

peringkasannya (berupa jumlah rupiah transaksi tertentu) kemudian diposting ke

rekening yang bersangkutan dalam buku besar. Biasanya dibuatkan jurnal-jurnal

khusus untuk mencatat transaksi-transaksi yang frekuensinya tinggi. (Mulyadi,

2008:3).

1) Jurnal Penerimaan Kas

Jurnal penerimaan kas digunakan untuk mencatat setiap transaksi yang

mengakibatkan penambahan uang kas. Sumber uang kas dapat diterima

dari setoran pemilik modal, pencairan kredit bank, pembayaran piutang,

penjualan tunai, dan bunga deposito. Oleh karena itu, jurnal penerimaan

kas harus dirancang dengan memperhatikan semua jenis penerimaan uang

yang biasanya terjadi dalam transaksi bisnis perusahaan.

2) Jurnal Pengeluaran Kas

Jurnal pengeluaran kas digunakan untuk mencatat setiap transaksi yang

mengakibatkan kas berkurang. Pengeluaran kas tersebut dilakukan

perusahaan untuk pembelian secara tunai, pembayaran utang dan

pembelian aktiva lainnya.

3) Jurnal Pembelian

Jurnal pembelian digunakan untuk mencatat pembelian barang dagang

yang dilakukan secara kredit. Dalam jurnal ini, yang akan terlibat adalah

perkiraan kas, utang, dan pembelian.
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4) Jurnal Penjualan

Jurnal penjualan digunkan untuk mencatat setiap transaksi penjualan

barang yang dilakukan secara kredit. Dalam jurnal ini yang akan terlibat

adalah perkiraan kas, utang, dan pembelian.

c. Buku Besar

Buku besar (general ledger) terdiri dari rekening-rekening yang digunakan

untuk meringkas data keuangan yang telah dicatat sebelumnya dalam jurnal.

Rekening-rekening dalam buku besar ini disediakan sesuai dengan unsur-unsur

informasi yang akan disajikan dalam laporan keuangan. Rekening buku besar ini

dapat dipandang sebagai wadah untuk menggolongkan data keuangan dan sebagai

sumber informasi keuangan untuk penyajian laporan keuangan. (Mulyadi, 2008:4)

d. Buku Pembantu

Buku pembantu terdiri dari rekening-rekening pembantu yang merinci data

keuangan yang tercantum dalam rekening tertentu dalam buku besar. Buku

pembantu merupakan catatan akuntansi akhir, yang berarti tidak ada catatan

akuntansi lain lagi sesudah data akuntansi diringkas dan digolongkan dalam

rekening buku besar dan buku pembantu. Buku besar dan buku pembantu disebut

sebagai catatan akuntansi akhir juga karena setelah data akuntansi keuangan

dicatat dalam buku-buku tersebut, proses akuntansi selanjutnya adalah penyajian

laporan keuangan, bukan pencatatan lagi ke dalam catatan akuntansi.

(Mulyadi,2008:5)

e. Laporan

Hasil akhir proses akuntansi adalah laporan keuangan yang berupa neraca

saldo, laporan rugi laba, laporan perubahan ekuitas, dan sebagainya. Laporan

berisi informasi yang merupakan keluaran sistem akuntansi. Laporan dapat

berbentuk hasil cetak komputer dan tayangan pada layar monitor komputer.

(Mulyadi, 2008:5)

2.4.2 Faktor-faktor Penyusunan Sistem Akuntansi

Penyusunan sistem akuntansi untuk suatu perusahaan perlu

mempertimbangkan beberapa faktor penting sebagai berikut: (Baridwan, 1998:7)
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a. Memenuhi prinsip cepat, yaitu bahwa sistem akuntansi harus mampu

menyediakan informasi yang diperlukan tepat pada waktunya, dapat

memenuhi kebutuhan, dan dengan kualitas yang sesuai.

b. Memenuhi prinsip aman, yang berarti bahwa sistem akuntansi harus dapat

membantu menjaga keamanan harta milik perusahaan. Untuk dapat menjaga,

sistem akuntansi harus disusun dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip

pengawasan intern.

c. Memenuhi prinsip murah, yang berarti bahwa biaya untuk menyelenggarakan

sistem akuntansi itu harus dapat ditekan sehingga relatif tidak mahal, dengan

kata lain dipertimbangkan cost dan benefit dalam menghasilkan suatu

informasi.

2.5 Akuntansi Sektor Publik

Akuntansi Sektor publik telah mengalami perkembangan yang sangat pesat.

Saat ini terdapat perhatian yang lebih besar terhadap praktik akuntansi yang

dilakukan oleh lembaga-lembaga pemerintah, perusahaan milik

negara/pemerintah. Akuntansi sektor publik memiliki kaitan yang erat dengan

penerapan dan perlakuan akuntansi pada akuntansi pada domain publik. Domain

publik sendiri memiliki yang lebih luas dan kompleks dibandingkan sektor

swasta. Keluasan wilayah publik tidak hanya disebabkan luasnya jenis dan bentuk

organisasi yang berbeda di dalamnya, akan tetapi juga karena kompleksnya

lingkungan yang mempengaruhi Lembaga-lembaga publik tersebut. Secara

kelembagaan, domain publik antara lain meliputi Badan-badan Pemerintah

(Pemerintah pusat dan Daerah serta unit kerja pemerintah), perusahaan milik

Negara (BUMN dan BUMD), Yayasan, organisasi, Politik dan organisasi Masa,

Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Universitas dan organisasi lainnya.

Akuntansi sector publik bersifat heterogen dan dipengaruhi oleh faktor-faktor

ekonomi, sosial budaya, dan historis (Mardiasmo, 2009:2)

Digital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


13

2.5.1 Pengertian Akuntansi Sektor Publik

Ada beberapa pendapat mengenai pengertian akuntansi, diantaranya sebagai

berikut.

“Akuntansi sektor publik suatu aktivitas yang memiliki tujuan yang

diarahkan untuk mencapai hasil tertentu, dan hasil tersebut harus memiliki

manfaat (Mardiasmo, 2009:2)

“Akuntansi sektor publik suatu sistem yang digunakan untuk menyediakan

barang jasa publik untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan bukan

untuk mencari keuntungan finansial (Nordiawan Deddi,dkk,2011:4)

Dari beberapa pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa akuntansi sektor

publik suatu aktivitas akuntansi yang memiliki tujuan publik untuk meningkatkan

kesejahteraan masyarakat tanpa mengambil keuntungan financial.

2.5.2 Persamaan dan Perbedaan Sektor Publik  Sektor Swasta

a. Persamaan Sektor Publik dan Sektor Swasta

Meskipun sektor publik memiliki sifat dan karakteristik yang berbeda

dengan sektor swasta, akan tetapi dalam beberapa hal terdapat persamaan

(Nordiawan Deddi,dkk,2011:2)  yaitu:

1) Keduanya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam sebuah sistem

perekonomian nasional yang secara bersama-sama menggunakan sumber

daya alam sistem perekonomian tersebut, baik sumber daya finansial,

modal, maupun manusia.

2) Keduanya sama-sama menghadapi sumber daya ekonomi yang terbatas

untuk mencapai tujuan-tujuannya. Oleh karena itu, keduanya sama-sama

memiliki kebutuhan untuk melakukan manajemen keuangan dengan baik.

3) Keduanya mempunyai pola manajemen keuangan yang sama yang dimulai

dari perencanaan sampai pengendalian di mana penggunaan akuntansi

menjadi kebutuhan dalam hal ini.

4) Dalam beberapa hal, keduanya mempunyai output produk yang sama.

Misalnya, pemerintah menyediakan alat transportasi publik, sementara ada

juga pihak swasta yang bergerak disektor yang sama yang menyediakan

sarana transportasi umum untuk masyarakat.
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b. Perbedaan Sektor Publik dan Sektor Swasta

Perbedaan sifat dan karakteristik sektor publik dan sektor swasta dapat

dilihat dengan membandingkan beberapa hal (Nordiawan Deddy,dkk,2011:2)

yaitu:

1) Tujuan organisasi

Perusahaan swasta bertujuan memaksimalkan kesejahteraan pemegang

saham melalui penciptaan keuntungan, sedangkan organisasi sektor publik

bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pelayanan.

Dengan kata lain, perusahaan merupakan organisasi yang dijalankan untuk

mencari laba atau profit (profit oriented), sedangkan organisasi sektor

publik merupakan organisasi yang dijalankan bukan untuk mencari laba

(non-profit oriented).

2) Sumber-sumber Pendanaan

Perusahaan swasta didanai melalui hasil operasi perusahaan bersangkutan,

selain investasi dari pemegang saham. Sementara itu, sesuai dengan

tujuannya, organisasi sektor publik mendanai operasinya tidak melalui

laba operasi, tetapi melalui cara khusus berupa sumbangan atau donasi

sukarela.

3) Peraturan Perundangan

Organisasi sektor publik, khususnya lembaga pemerintah, harus

melakukan aktivitasnya sesuai dengan peraturan perundangan yang

berlaku. Bagi perusahaan swasta mereka bisa memilih aktivitas yang akan

dilakukan atau produk yang akan dibuat berdasarkan pertimbangan untung

dan rugi.

2.5.3 Tujuan Akuntansi Sektor Publik

American Accouting Assosiation (1970) dalam Glynn (1993) menyatakan

bahwa tujuan akuntansi pada organisasi sektor publik adalah untuk:
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a. Memberikan informasi yang diperlukan untuk mengelola secara tepat,

efisien dan ekonomis atas suatu operasi dan alokasi sumber daya yang

dipercayakan kepada organisasi.

b. Memberikan informasi yang memungkinkan bagi manajer untuk

melaporkan pelaksanaan tanggung jawab mengelola secara tepat dan

efektif program dan penggunaan sumber daya yang menjadi

wewenangnya, dan memungkinkan bagi pegawai pemerintah untuk

melaporkan kepada publik atas hasil operasi pemerintah dan penggunaan

dana publik.

2.6 Bantuan Sosial dalam Sektor Publik

Berdasarkan Peratutan Bupati Jember Nomor 46 Tahun 2012 pasal 23-27,

pemerintah kabupaten dapat memberikan bantuan sosial kepada anggota/

kelompok masyarakat sesuai kemampuan keuangan daerah. Pemberian bantuan

dilakukan setelah memprioritiskan pemenuhan belanja urusan wajib dengan

memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk

masyarakat. Anggota masyarkat yang dimaksud bisa individu, keluarga, dan / atau

masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai akibat dari krisis

dari krisis sosial, ekonomi, politik, bencana, atau fenomena alam agar dapat

memenuhi kebutuhan hidup minimum dan Lembaga non pemerintahan bidang

pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi

individu, kelompok, dan / atau masyarakat dari kemingkinan terjadinya resiko

sosial.

Bantuan sosial dapat berupa uang atau barang yang diterima langsung oleh

penerima bantuan sosial. Bantuan sosial berupa uang adalah uang yang diberikan

secara langsung kepada penerima seperti beasiswa bagi anak miskin, yayasan

pengelola yatim piatu, nelayan miskin, masyarakat lanjut usia, terlantar, cacat

berat dan tunjangan kesehatan putra putri pahlawan yang tidak mampu. Bantuan

sosial berupa barang barang yang diberikan secara langsung kepada penerima

seperti bantuan kendaraan operasional untuk sekolah luar biasa swasta dan

masyarakat tidak mampu, bantuan perahu untuk nelayan miskin, bantuan
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makanan/pakaian kepada yatim piatu/tuna sosial, ternak bagi kelompok

masyarakat kurang mampu.

Bantuan sosial yang diberikan bisa berupa uang yang direncankan dan

yang tidak dapat direncanakan sebelumnya. Bantuan sosial yang direncankan

dialokasikan kepada individu dan / atau keluarga yang sudah jelas nama, alamat,

penerima dan besarnnya pada saat penyusunan APBD. Sedangkan bantuan sosial

yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dialokasikan untuk kebutuhan akibat

resiko sosial yang tidak dapat diperkirakan pada saat penyusunan APBD yang

apabila ditunda penanganannya akan menimbulkan resiko sosial yang lebih besar

bagi individu dan / atau keluarga yang bersangkutan. Pagu alokasi anggaran yang

tidak dapat direncanakan sebelumnya tidak melebihi pagu alokasi anggaran yang

direncanakan. Pemberian bantuan sosial memenuhi kriteria paling sedikit:

a. Selektif

Kriteria selektif diartikan bahwa bantuan sosial hanya diberikan kepada calon

penerima yang ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan resiko sosial.

b. Memenuhi persyaratan penerima bantuan

Kriteria persyaratan penerima bantuan meliputi memiliki identitas yang jelas dan

berdomisili dalam wilayah administratif pemerintahan kabupaten.

c. Bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan tertentu

dapat berkelanjutan

Kriteria bersifat sementara dan tidak terus menerus diartikan bahwa pemberian

bantuan sosial tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran.

Keadaaan tertentu dapat  berkelanjutan diartikan bahwa bantuan sosial dapat

diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko

sosial.

d. Sesuai tujuan penggunaan

Kriteria sesuai tujuan penggunaan bahwa tujuan pemberian bantuan sosial

meliputi rehabilitas sosial, perlindungan sosial, pemberdayaan sosial, jaminan

sosial, penanggulangan kemiskinan dan penanggulangan bencana.
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BAB 3. GAMBARAN UMUM

3.1 Latar Belakang Sejarah

Letak Kabupaten Jember secara geografis memiliki posisi yang sangat

strategis dengan berbagai potensi sumber daya alam yang potensial, sehingga

banyak menyimpan peristiwa- peristiwa sejarah yang sangat menarik untuk digali

dan dikaji. Tentang nama Jember sendiri dan kapan wilayah ini diakui

keberadaanya, hingga saat ini memang belum diperoleh kepastian fakta

sejarahnya. Berbagai upaya baik seminar maupun penelitian yang telah dilakukan

oleh lembaga penelitian, Perguruan Tinggi maupun oleh sejarawan belum bisa

mengungkapan kejelasan yang pasti tentang kapan Kabupaten Jember ini lahir.

Hari jadi bagi suatu daerah sangatlah penting dan mendasar, karena

menandai suatu awal pemerintah sehingga dapat dijadikan ukuran waktu bagi

suatu daerah kapan mulai berpemerintah. Sementara ini untuk menentukan hari

jadi Kabupaten Jember berpedoman pada sejarah pemerintah kolonial Belanda,

yaitu berdasarkan pada Staatsblad nomor 322 tanggal 9 Agustus 1928 yang mulai

berlaku tanggal 1 Januari 1929 dasar hukumnya. Dalam Staatsblad 322 tersebut,

dijelaskan bahwa Pemerintah Hindia Belanda telah mengerluakan ketentuan

penataan kembali pemerintah desentralisasi di Wilayah Propinsi Jawa Timur,

antara lain dengan menunjuk Regenschap Djember sebagai masyarakat hukum

yang berdiri sendiri. Berdasarkan konsiderans Staatsblad Nomor 322 tersebut,

diperoleh data yang menunjukkan bahwa Kabupaten Jember menjadi kesatuan

masyarakat yang berdiri sendiri dilandasi 2 macam pertimbangan, yaitu:

1. Pertimbangan Yuridis Konstitusional

Yaitu dengan menunjuk pada indeche Staats-geling (IS), suatu Undang-

undang Pokok yang berlaku bagi Negara jajahan Wilayah Hindia Belanda

khususnya pasal 112 ayat pertama.

2. Pertimbangan Politis Sosiologi

Yaitu dengan mendengarkan persidangan antara Pemerintah Hindia. Hal

ini dibuktikan bahwa dari 33 anggota persidangan yang diketahui oleh
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Bupati pada waktu ini (Noto Hadinegoro), 24 diantaranya adalah orang-

orang pribumi. Yang unik adalah Pemerintah Regenschap Djember pada

waktu itu dibebani pelunasan hutang-hutang berikut bunganya sepanjang

menyangkut tanggungan Regenschap Djember.

Dari artikel penjelasan diatas dapat diketahui bahwa dalam pengertian

masyarakat hukum yang berdiri sendiri, tersirat adanya hal untuk mengatur rumah

tangganya sendiri. Sebutan Regenschap atau Kabupaten sebagai Kepala Wilayah

Kabupaten, diatur dalam artikel 7. Demikian juga pemisahan secara tegas antara

Jember dan Bondowoso sebagai bagian dari wilayah yang lebih besar, yaitu

Besuki dijelaskan dalam artikel 7 ini. Pada ayat 2 dan 4 artikel 7 ini disebutkan

bahwa ayat 2 artikel 121 Ordonasi Propinsi Jawa Timur adalah landasan kekuatan

bagi pembuatan Staatsblad tentang pembentukan Kabupaten-kabupaten di Jawa

Timur. Hal inilah yang memberikan keyakinan kuat kepada kita bahwa secara

hukum Kabupaten Jember dilahirkan pada tanggal 1 Januari 1929 dengan sebutan

“Regenschap Djember”. Selanjutnya diketahui pula bahwa, Staatsblad Nomor 322

tahun 1929 diatas ditetapkan di Cipanas oleh Gubernur Jenderal Hindia Belanda

dengan suatu Keputusan Nomor : IX tertanggal 9 Agustus 1928. Pada

perkembangannya dijumpai perubahan-perubahan sebagai berikut :

a. Pemerintah Regenschap Jember semula terbagi menjadi 7 wilayah Distrik

pada tanggal 1 Januari 1929 sejak berlakunya Staastblad  Nomor 46 tahun

1941 tanggal 1 Maret 1941 maka wilayah Distrik dipecah-pecah menjadi 25

Onderdistrik, yaitu :

1) Distrik Jember, meliputi onderdistrik Jember, Wirolegi dan Arjasa ;

2) Distrik Kalisat, meliputi onderdistrik Kalisat, Ledokombo, Sumberjambe

dan Sukowono ;

3) Distrik Rambipuji, meliputi onderdistrik Rambipuji, Panti, Mangli, dan

Jenggawah ;

4) Distrik Mayang, meliputi onderdistrik Mayang, Silo, Mumbulsari dan

Tempurejo ;

5) Distrik Tanggul, meliputi onderdistrik Tanggul, Sumberbaru dan

Bangsalsari ;
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6) Distrik Puger, meliputi onderdistrik Puger, Gumuk Mas dan Umbulsari ;

7) Distrik Wuluhan, meliputi onderdistrik Wuluhan, Ambulu, Balung ;

b. Perkembangan perekonomian begitu pesat, mengakibatkan timbulnya pusat-

pusat perdagangan baru terutama perdagangan hasil-hasil pertanian, seperti

padi palawija dan lain-lain, sehingga bergeser puluhan pusat-pusat

pemerintahaan di tingkat distrik, seperti Distrik Wuluhan ke Balung,

sedangkan distrik Puger bergeser ke Kencong.

c. Berdasarkan Undang-undang Nomor : 12 Tahun 1950 tentang Pemerintah

Daerah Kabupaten di Jawa Timur, menetapkan pembentukan daerah-daerah

Kabupaten dalan Lingkungan Propinsi Jawa Timur (dengan Perda) antara lain

Daerah Kabupaten Jember ditetapkan menjadi Kabupaten Jember.

d. Dengan dasar Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1976 tanggal 19 April

1976, maka dibentuklah Wilayah Kota Jember dengan penataan wilayah-

wilayah baru yaitu Kecamatan Jember dihapus dan dibentuk 3 Kecamatan

baru, masing-masing Sumbersari, Patrang dan Kaliwates, sedangkan

Kecamatan Wirolegi menjadi Kecamatan Pakusari dan Kecamatan Mangli

menjadi Kecamatan Sukorambi.

e. Bersama dengan pembentukan Kota Administratif Jember, Wilayah

Kawedanan Jember bergeser pula dari Jember ke Arjasa yang wilayah

kerjanya meliputi Arjasa, Pakusari, dan Sukowono yang sebelumnya masuk

Distrik Kalisat. Dengan adanya perubahan-perubahan tersebut, pada

perkembangan berikutnya maka secara administratif, Kabupaten Jember

terbagi menjadi 7 Wilayah Pembantu Bupati 1 Wilayah Kota Administratif

dan 31 Kecamatan, yaitu:

1) Kota Administratif Jember, meliputi Kecamatan Kaliwates, Patrang dan

Sumbersari.

2) Pembantu Bupati di Arjasa, meliputi Kecamatan Arjasa, Jelbuk, Pakusari

dan Sukowono.

3) Pembantu Bupati di Mayang, meliputi Kecamatan Mayang. Silo,

Mumbulsari dan Tempurejo.
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4) Pembantu Bupati di Rambupuji, meliputi Kecamatan Rambipuji, Panti,

Sukorambi, Ajung dan Jenggawah.

5) Pembantu Bupati di Balung, meliputi Kecamatan Ambulu, Wuluhan dan

Balung.

6) Pembantu Bupati di Kencong, meliputi Kecamatan Kencong, Jombang,

Umbulsari, Gumukmas dan Puger.

7) Pembantu Bupati di Tanggul, meliputi Kecamatan Semboro, Tanggul,

Bangsalsari dan Sumberbaru.

Namun dengan diberlakukan Otonomi Daerah sebagaimana tuntutan

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, maka sejak

tanggal 1 Januari 2001 Pemerintah Kabupaten Jember juga telah melakukan

penataan kelembagaan dan struktur organisasi, termasuk dihapusnya Kota

Administratif Jember. Demikian juga lembaga Pembantu Bupati berubah menjadi

Kantor Koordinasi Camat. Namun setelah mengevaluasi selama setahun terhadap

implementasi Otoda, Pemkab Jember melalui Perda Nomor 12 Tahun 2001

melikuidasi lembaga Kantor Koordinasi Camat. Sehingga dalam menjalankan

roda pemerintah di era Otonomi Daerah ini Pemerintah Kabupaten Jember telah

berhasil menata struktur organisasi dan kelembagaan  hingga tingkat pemerintah

desa/kelurahan. Seiring dengan perkembangan jaman, lembaga bagian

perlengkapan sekretariat Kabupaten Jember dihapuskan dan dibentuk baru

berdasarakan Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2012 yaitu bernama Badan

Pengelolaan Keuangan dan Aset (BPKA)  Kabupaten Jember.

3.2. Visi, Misi, dan Tujuan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset

Kabupaten Jember

Penetapan visi sebagai bagian dari perencanaan strategis, merupakan satu

langkah penting dalam perjalanan suatu organisasi karena dengan visi tersebut

akan dapat mencerminkan apa yang hendak dicapai oleh organsasi serta

memberikan arah dan fokus strategis yang berorentasi terhadap masa depan

pembangunan dan bahkan menjamin kesinambungan pelaksanaan tugas

organisasi.
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3.2.1 Visi

Visi yang ditetapkan mencerminkan gambaran peran dan kondisi yang

ingin diwujudkan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Jember

di masa depan. Berdasarkan makna tersebut dan sesuai dengan Visi Pemerintah

Kabupaten Jember Tahun 2010-2015, maka visi Badan Pengelolaan Keuangan

dan Aset Kabupaten Jember Tahun 2013-2015 adalah : “Terwujudnya Kinerja

Aparatur Pemerintah Yang Berkualitas, Profesional Dan Berwibawa Dalam

Rangka Meningkatkan Pelayanan Administrasi Pengelolaan Keuangan Dan Aset

Yang Efektif, Efisien Dan Akuntabel”.

3.2.2 Misi

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan

dilaksanakan dan diwujudkan agar tujuan dapat terlaksana dan berhasil dengan

baik sesuai dengan visi yang telah ditetapkan. Berdasarkan tugas pokok dan

fungsi serta dilandasi oleh visi, maka misi Badan Pengelolaan Keungan dan Aset

Kabupaten Jember Tahun 2013-2015 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan Pelayanan Administrasi dalam Penyusunan, Perencanaan,

Pengelolaan / Penatausahaan dan Pelaporan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah.

2. Meningkatkan Pelayanan administrasi dalam pengelolaan / penatausahaan

dan pelaporan aset / Barang Milik Daerah.

3. Memfasilitasi tersedianya sistem dan prosedur perencanaa, pengelolaaan /

penatausahaan dan pelaporan kegiatan APBD dan Aset / Barang Milik

Daerah.

3.2.3 Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran atau implemasikan dari pernyataan misi,

yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka wakyu 1 (satu) sampai 5 (lima)

tahun. Penetapan tujuan dalam Rencana Stategis (Renstra) didasarkan pada

potensi dan permasalahan serta isu utama bidang Administrasi Keuangan Daerah
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Badan Pengelolaan Keungan dan Aset Kabupaten Jember. Maka ditetapkan tujuan

Badan Pengeloaan Keuangan dan Aset Kabupaten Jember sebagai berikut :

1. Tercapainya pelayanan administrasi dalam penyusunan perencanaan,

pengelolaan/penatausahaan dan pelaporan anggaran pendapatan dan

Belanja Daerah yang efektif, efisien dan terkendali.

2. Tecapainya pelayanan admistrasi dalam pengelolaan/penatausahaan

asset/barang milik daerah yang efektif efisien dan terkendali.

3. Tersedianya pedoman sistem dan prosedur perencanaan,

pengelolaan/penatausahaan dan pelaporan kegiatan APBD dan

asset/barang milik daerah yang memadai.

4. Penyusunan dan penyampaian laporan barang milik daerah sebagai wujud

nyata nilai potensi kekayaan aset daerah yang dapat

dipertanggungjawabkan serta dimanfaatkan secara optimal.

3.3 Kondisi Lingkungan Perusahaan

Lingkungan kantor BPKA Jember cukup nyaman, bersih, rapi, berAC,

mempunyai tempat rapat, ruang tamu, ruang tunggu, kantin/tempat makan,

mempunyai lahan yang cukup luas untuk tempat parkir kendaraan. Hal tersebut

bertujuan untuk meningkatkan professionalisme aparatur pemerintah dalam

memberikan pelayanan kepada masyarakat, sehingga tercipta keterbukaan,

pelayanan yang harmonis, adil dan memiliki kepastian hukum, serta mendorong

partisipasi masyarakat dalam pembangunan bidang pendidikan formal dan

informal, bidang kesehatan masyarakat, bidang kesejahteraan masyarakat, bidang

pertanian dan pedesaan.
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3.4 Struktur Organisasi dan Ketenagakerjaan

Bagan Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Kabupaten Jember

KASUBBAG
PERENCANAAN &

KEUANGAN
ERMI RAHMAWATI, SE

NIP 19790711 200312 2 011
Gol. III/c

KASUBBID
PENATAUSAHAAN
& PENGGUNAAN

RIRIN YULI
ASTUTIK, S.Sos
NIP 19790721
200312 2 008

Gol. III/c

KASUBBID
PEMANFAATAN

PENGHAPUSAN &
PEMINDAHTANGANAN

BAGAS WAHYUDI
WICAKSONO, SE

NIP 19791201 200312 1
008

Gol. III/c

KASUBBID
PENGELOLAAN

KAS
SUCIPRIANDANA

PUTRI WD, SE
NIP 19780619
200212 2 007

Gol. III/c

KASUBBID
PERBENDAHARAAN

BELANJA
HERU CHAIRUR R, SE

NIP 19740714
199803 1 008

Gol. III/b

KABID
PERBENDAHARAAN

SRI RAHAYU WILUJENG, SE
NIP 19691016 199703 2 005

Gol. III/d

KABID AKUNTANSI
Drs. MAMA SUDARMA
NIP 1963619 1995031 001

Gol. IV/a

KASUBBID
PENDAPATAN

DAN
PEMBIAYAAN
IBNU SAHID,

SIP
NIP 19870703
200701 1 001

Gol. III/b

KASUBBID
ANGGARAN

BELANJA
YOGIE AGUNG
SUMANAGARA

,SE.
NIP 19820714
201001 1 010

Gol. III/c

STAF

SEKERTARIS BPKA
SUGIARTO ABDUL GANI, SE

NIP 19690628 199003 1 004
Gol. IV/b

KASUBBAG UMUM &
KEPEGAWAIAN

RA. SITI IMANIYAH,S.Sos
NIP 196600130 198701 2 001

Gol. III/c

KEPALA BADAN
Dra. ITA POERI ANDAYANI
NIP 19670405 198602 2 001

Gol. IV/a

KASUBBID
PENERIMAAN

KAS
RIBUT WATI

NIP 19650807
198712 2 001

Gol. III/b

KASUBBID
PENGELUARAN

KAS
DARIS

SURAHMAH,
SE. Ak

NIP 19780109
200501 2 105

Gol. III/b

KABID PENGELOLAAN
ASET

Drs. ACHMAD BAKRI
NIP 19581228 198003 1 017

Gol. III/d

KABID ANGGARAN
HADI SASMITO, SH. MSi.
NIP 19680407 199803 1 009

Gol. III/d

STAF STAFSTAF STAF STAF

STAF

STAF

STAF

STAF

STAF

STAF

STAF

STAF

STAF

STAF

STAF

STAF

STAF

STAF

STAF

STAF

STAF

STAF

STAF

STAF

STAF

STAF

STAF

STAF
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Struktur Organisasi adalah suatu susunan dan hubungan antara tiap bagian

serta posisi yang ada pada suatu organisasi atau perusahaan dalam menjalankan

kegiatan operasional untuk pekerjaan antara yang satu dengan yang lain dan

bagaimana hubungan aktivitas dan fungsi dibatasi. Pada Badan Pengelolaan

Keuangan dan Aset Kabupaten Jember struktur organisasi berbentuk piramida

dimana kekuasaan tertinggi di pegang oleh pimpinan ( kepala dinas ), sekretariat,

dan kemudian diikuti oleh kepala bagian masing-masing jabatan. Adapun struktur

organisasi pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten adalah sebagai

berikut.

3.4.1 Kepala Badan BPKA

Kepala Badan mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan

pengelolaan keuangan dan aset yang meliputi penyusunan rancangan APBD,

penetapan APBD, pelaksanaan APBD, perubahan APBD, penatausahaan APBD,

akuntansi keuangan dan aset daerah, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD,

pembinaan administrasi dan pembinaan pengelolaan keuangan Badan Layanan

Umum Daerah (BLUD). Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud

Kepala Badan mempunyai fungsi :

a. Penyiapan bahan kebijakan dan pedoman penyusunan APBD

b. Penyiapan bahan rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD

c. Penyiapan kebijakan dan pedoman pelaksanaaan APBD

d. Pelaksanaan pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)/Dokumen

Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA)

e. Pelaksanaan penetapan Surat Penyediaan Dana (SPD)

f. Pelaksanaan penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)

g. Pelaksanaan fungsi Bendahara Umum Daerah ( BUD)

h. Pemrosesan usulan penunjukan Pengelola Keungan Daerah

i. Pengendaliaan penerimaan dan pengeluaran kas

j. Pelaksanaan rekonsiliasi penerimaan dan pengeluaran kas daerah

k. Pelaksanaan penerbitan Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran (SKPP)

l. Pelaksanaan pemungutan/pemotongan dan penyetoran Perhitungan Pihak

Ketiga (PFK)
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m. Pelaksanaan restitusi/pengembalian kelebihan pendapatan

n. Penyiapan kebijakan akuntansi keuangan daerah

o. Pelaksanaan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan dan aset daerah

p. Penyusunan laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggujawaban

pelaksanaan APBD

q. Penyiapan kebijakan, pedoman dan pembinaan pengelolaan aset daerah

r. Penyajian informasi keuangan dan aset daerah

s. Pengkoordinasian pengumpulan bahan dan pemrosesan Tuntuan Perbedaharaan

dan Tuntutan Ganti Rugi (TP-TGR)

t. Pengkoordinasiaan pengumpulan bahan pembiayaan daerah

u. Pengkoordinasiaan dan pembinaan pengelolaan keuangan BLUD dan

v. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati

3.4.2 Bidang Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan,

mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum

kepegawaian, perlengkapan, penyusunan program dan keuangan. Sekretariatan

dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada

Kepala Badan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Sekretariat

mempunyai fungsi:

a. Pengelolaan dan pelayanan administrasi umum

b. Pengelolaan administrasi kepegawaian

c. Pengelolaan administrasi keuangan

d. Pengelolaan adminitrasi perlengkapan

e. Pengelolaan urusan rumah tangga

f. Pelaksanaan koordinasi penyusunan program, anggaran, dan perundang-

undangan

g. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaran tugas-tugas Bidang

h. Pengelolaan kearsipan dan perpustakaan

i. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi organisasi dan tatalaksana dan

j. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan
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Bidang Sekretariat sendiri terdiri dari :

1) Sub Bagian Umum dan  Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas melaksanakan

kegiatan administrasi umum surat menyurat, naskah dinas, arsip, urusan rumah

tangga, hubungan masyarakat, kepegawaian dan perlengkapan. Untuk

melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada sub Bagian Umum dan

Kepegawaian mempunyai fungsi meliputi :

a. Pelaksanaan penerimaan, pendistribusian surat, penggandaan naskah dinas dan

kearsipan dinas

b. Penyelenggarakan urusan rumah tangga dan keprotokolan

c. Pelaksanaan tugas di bidang hubungan masyarakat

d. Persiapan perencanaan dan pembinaan kepegawaian

e. Penyusunan kebutuhan , pengadaan dan perawatan peralatan kantor,

pengamanan, usulan penghapusan aset serta menyusun laporan

pertanggungjawaban atas barang-barang investaris dan

f. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

2) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan, mempunyai tugas menyusun program,

mengolah data keuangan, menyusun anggaran Badan selaku SKPD dan PPKD,

melaksanakan monitoring dan evaluasi, melaksanakan administrasi keuangan dan

menyusun laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan. Untuk

melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada sub bagian Perencanaan dan

Keuangan mempunyai fungsi meliputi :

a. Perhimpunan data dan menyiapkan bahan koordinasi penyusunan program

b. Pelaksanaan pengelohan data

c. Pelaksanaan perencanaan program

d. Penyiapan bahan penataan kelembagaan, ketatalaksanaan dan perundang-

undangan

e. Penghimpunan data dan penyiapan bahan penyusunan anggaran Badan selaku

SKPD dan PPKD

f. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi
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g. Pelaksanaan penyusunan laporan

h. Penyelesaian administrasi keuangan yang meliputi antara lain gaji pegawai,

perjalanan dinas serta hak-hak keuangan lainnya

i. Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pengelola keuangan

dan

j. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

3.4.3 Bidang Anggaran

Bidang Anggaran mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi,

pembinaan, perumusan kebijakan dan petunjuk teknis penyusunan rancangan

APBD dan perubahan APBD, memfasilitasi dan membantu Tim Anggran dalam

verikasi, Rencana Kerja Anggara (RKA), DPA dan DPPA, meyiapkan data untuk

penerbitan SPD, anggaran kas. Untuk melaksankan tugas sebagaimana dimaksud

pada Bidang Anggran mempunyai fungsi :

a. Pelaksanaan penyiapan petunjuk teknis penyusunan rancangan APBD dan

rancangan Perunahan APBD

b. Pelaksanaan koordinasi penyusunan dan pembahasan RKA SKPD

c. Pelaksanaan koordinasi dan pendampingan kepada SKPD dalam penyusunan

rancangan APBD dan rancangan Perubahan APBD

d. Pelaksanaan penyiapan bahan Nota Keuangan Rancangan APBD dan

rancangan Perubahan APBD

e. Pelaksanaan penyempurnaan rancangan APBD dan rancangan perubahan

APBD

f. Pelaksanaan koordinasi penyusunan anggaran kas SKPD dan SKPKD

g. Pelaksanaan penyiapan bahan persetujuan dan pengesahan DPA/DPPA SKPD

dan SKPKD

h. Pelaksanaan penerbitan SPD sebagai pengendalian pelaksanaan APBD

i. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan
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Bidang Anggaran, terdiri atas:

1) Sub Bidang Anggaran Pendapatan dan Pembiayaan

Sub Bidang Anggaran Pendapatan dan Pembiayaan, mempunyai tugas

menyiapkan bahan yang berkaitan dengan pendapatan dan pembiayaan dalam

rangka penyusunan petunjuk teknis rancangan APBD/Perubahan APBD,

menyusun rancangan APBD/ Perubahan APBD, pembahasan dan verifikasi RKA,

menyusun anggaran Kas, pembahasan dan verifikasi DPA dan DPPA, serta

penyempurnaan rancangan APBD/rancangan perubahan APBD. Untuk

melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Sub Bidang Anggaran

Pendapatan dan Pembiayaan mempunyai fungsi :

a. Penyiapan bahan investarisasi, mendistribusikan dan mensosialisasikan

petunjuk teknis penyusunan rancangan APBD dan rancangan Perubahan APBD

terkait dengan pendapatan dan pembiayaan

b. Penyiapan bahan inventarisasi, mengananalisis dan mengolah bahan serta data-

data pendapatan dan pembiayaan dalam rangka penyusunan rancangan APBD

serta rancangan Perubahan APBD

c. Penyiapan bahan koordinasi pembahasan dan memverifikasi RKA terkait

dengan pendapatan dan pembiayaan untuk dibahas bersama tim verifikasi

d. Penyiapan bahan penyusunan konsep Nota Keuangan Rancangan APBD dan

Rancangan Perubahan APBD terkait dengan pendapatan dan pembiayaan

e. Penyiapan bahan penyusunan anggaran kas pendapatan dan pembiayaan

f. Penyiapan bahan koordinasi pembahasan dan verifikasi DPA dan DPPA terkait

dengan pendapatan dan pembiayaan untuk dinas bersama tim verifikasi

g. Penyiapan bahan penyempurnaan rancangan APBD dan rancangan Perubahan

APBD terkait dengan pendapatan dan pembiayaan dan

h. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

2) Sub Bidang Anggaran Belanja

Sub Bidang Anggaran Belanja mempunyai tugas menyiapakan bahan yang

berkaitan dengan belanja dalam rangka penyusunan petunjuk teknis rancangan

APBD/Perubahan APBD,  penyusunan rancangan APBD/Perubahan APBD,

pembahasan dan verifikasi RKA, penyusunan anggaran Kas, pembahasan dan
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verifikasi DPA dan DPPA, penyempurnaan rancangan APBD/rancangan

perubahan APBD serta penyiapan penerbitan SPD. Untuk melaksanakan tugas

sebagaimana dimaksud pada Sub Bidang Anggaran Belanja mempunyai fungsi :

a. Penyiapan bahan inventarisasi, mendistribusikan dan mensosialisasikan

petunjuk teknis penyusunan rancangan APBD dan rancangan Perubahan APBD

terkait dengan belanja

b. Penyiapan bahan investarisasi, menganalisis dan mengolah bahan serta data

belanja dalam rangka penyusunan rancangan APBD serta Perubahan APBD

c. Penyiapan bahan koordinasi pembahasan dan penelitian RKA terkait dengan

belanja sebagai bahan penyusun rancangan APBD Perubahan APBD

d. Penyiapan bahan penyusun konsep Nota Keuangan rancangan APBD dan

Perubahan APBD terkait dengan belanja

e. Penyiapan bahan penyusunan anggaran kas belanja

f. Penyiapan bahan koordinasi pembahasan dan verifikasi DPA dan DPPA dalam

hal belanja untuk dibahas bersama tim verifikasi

g. Penyiapan bahan penyempurnaan rancangan APBD dan rancangan Perubahan

APBD terkait dengan belanja

h. Penyiapan bahan penerbitan SPD sebagai fungsi pengendalian dan pengawasan

terhadap penyediaan kredit anggaran belanja dan

i. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

3.4.4 Bidang Perbendaharaan

Bidang Perbendaharaan mempunyai tugas menyiapkan bahan pedoman

teknis, melaksanakan pengelolaan, koordinasi, pembinaan dan pengendaliaan di

bidang penerimaan dan pengeluaran kas. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana

dimaksud dalam Bidang Pembedaharaan mempunyai fungsi :

a. Pelaksanaan penempatan uang daerah dengan membuka rekening kas umum

daerah

b. Pelaksanaan dan pengendalian penerimaan, penyimpanan dan pembayaran atas

beban rekening kas umum daerah

c. Pelaksanaan verifikasi atas penerimaan dan pengeluaran kas daerah
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d. Pemrosesan, penerbitan dan pendistribusian SP2D

e. Pelaksanaan verifikasi dan pemberian pembebanan rincian penggunaan atas

pengesahan SPJ Gaji dan Non Gaji

f. Pelaksanaan verifikasi dan penerbitan SKPP

g. Pembuatan laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran kas daerah

h. Penyusunan laporan aliran kas

i. Pelaksanaan pemungutan/pemotongan dan penyetoran PFK

j. Pengelolaan piutang dan utang daerah

k. Pelaksanaan analisis pemberdayaan dan penempatan uang daerah melalui

investasi jangka pendek dalam rangka penerimaan daerah

l. Pelaksanaan rekosiliasi data penerimaan dan pengeluaran kas serta pemungutan

dan pemotongan atas SP2D dengan instansi terkait

m. Penyusunan petunjuk teknis administrasi keuangan yang berkaitan dengan

penerimaan dan pengeluaran kas

n. Pelaksanaan pemrosesan usulan penunjukan pengelola keuangan daerah

o. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Bidang Perbendaharaan, terdiri atas :

1) Sub Bidang Pengelolaan Kas

Sub Bidang Pengelolaan Kas mempunyai tugas meneliti dokumen atau

penerimaan uang daerah, melaksanakan pembukuan dan pengadministrasian

penerimaan dan pengeluaran daerah, melaksanakan rekonsiliasi data penerimaan

kas dan pengeluaran kas, melaksanakan analisa pemberdayaan dan penempatan

uang daerah melalui investasi jangka pendek, melaksanakan pengelolaan utang

dan piutang daerah, menyusun laporan aliran kas secara periodik dan

pengandministrasian pemungutan dan pemotongan PFK seluruh SKPD. Untuk

melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud sub bidang Pengelolaan Kas

mempunyai fungsi:

a. Penelitian dokumen atau penerimaan uang daerah dan penatausahaan dana

transfer daerah sesuai dengan rekening kas umum daerah

b. Pelaksanaan pembukuan dan pengadministrasian penerimaan dan pengeluaran

daerah yang berupa kas dan yang setara kas dalam bentuk buku kas
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c. Pemeriksaan, penganalisiaan dan pengevalusian pertanggung jawaban

pendapatan / penerimaan kas

d. Penyusunan dan penyediaan laporan penerimaan dan pengeluaran kas

berdasarkan pencairan SP2D

e. Pelaksanaan rekonsiliasi data penerimaan kas dan pengeluaran kas berdasarkan

pencairan SP2D dengan instansi terkait dalam rangka penyusunan posisi kas

f. Pelaksanaan analisis pemberdayaan dan penempatan uang daerah melalui

investasi jangka pendek dalam rangka penerimaan daerah

g. Pelaksanaan pengelolaan utang dan piutang daerah

h. Penyusunan dan penyediaan laporan aliran kas secara periodik

i. Pelaksanaan pengadministrasian dan pelaporan pemungutan dan pemotongan

PFK seluruh SKPD berdasarkan pencairan SP2D dan

j. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

2) Sub Bidang Perbendaharaan Belanja

Sub Bidang Perbendaharaan Belanja mempunyai tugas melaksanakan register

atas SPM dan SP2D, meneliti dokumen SPM, melaksanakan proses penerbitan

SP2D, meneliti dan memberikan pembebanan rincian penggunaan atas

pengesahan SPJ Gaji dan non gaji, melaksanakan rekonsiliasi pengeluaran kas,

menyusun laporan realisasi pengeluaran kas, meneliti kelengkapan dokumen dan

penerbitan SKPP, melaksanakan koordinasi serta melakukan pembinaan terhadap

SKPD. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud sub bidang

Perbendaharaan Belanja fungsi :

a. Pelaksanaan register atas Surat Perintah Membayar (SPM) dan SP2D belanja

SKPD di Lingkup Pemerintah Kabupaten

b. Pelaksanaan pengendalian atas pagu anggaran dan meneliti dokumen SPM

c. Pelaksanaan proses penerbitan SP2D

d. Penelitian dan pemberian pembebanan rincian penggunaan atas pengesahan

SPJ Gaji dan Non Gaji

e. Pelaksanaan rekonsiliasi pengeluaran kas berdasarkan penerbitan SP2D dengan

SKPD dalam rangka pengendalian kas
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f. Penyusunan dan pembuatan laporan realisasi pengeluaran kas berdasarkan

penerbitan SP2D

g. Penelitian kelengkapan dokumen dan penebitan SKPP

h. Pelaksanaan koordinasi dengan lembaga dan instansi terkait serta melakukan

pembinaan terhadap SKPD dan

i. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

3.4.5 Bidang Akuntansi

Bidang Akuntansi mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi

pembinaan dan petunjuk pelaksanan akuntansi, melaksanakan proses akuntansi

penerimaan kas, akuntansi pengeluaran kas dan akuntansi selain kas, rekonsiliasi

realisasi APBD, restitusi dan pelaporan keuangan daerah dalam rangka

menyiapkan bahan penyusunan laporan keuangan daerah. Untuk melaksanakan

tugas sebagaimana dimaksud dalam Bidang Akuntansi mempunyai fungsi :

a. Penyusunan rencana Bidang Akuntansi sesuai dengan rencana kerja Badan

b. Pelaksanaan proses akuntansi keuangan daerah sebagai bahan penyusunan

laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD

c. Pelaksanaan pembinaan dan bimbingan teknis akuntansi pendapatan dan

belanja

d. Penghimpunan dan pengklasifikasikan serta mengelola laporan akuntansi

pendapatan  dan belanja daerah

e. Penelitian dan penganalisaan laporan akuntansi pendapatan dan belanja SKPD

f. Penyusunan laporan akuntansi pendapatan dan belanja daerah dan

g. Pelaksanaan tugas yang diberikan oleh Kepala Badan.

Bidang Akuntansi, terdiri atas :

1) Sub Bidang Akuntansi Penerimaan Kas

Sub Bidang Akuntansi Penerimaan Kas mempunyai tugas menyiapkan dan

mengumpulkan bahan pelaksanaan dan klasifikasi dokumen/bukti transaksi

penerimaan APBD semester 1 dan penyusunan laporan penerimaan APBD

tahunan. Untuk  melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud adalah sub bidang

akuntansi Penerimaan Kas mempunyai fungsi :

Digital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


33

a. Pelaksanaan pencatatan dan klasifikasi dokumen / bukti transaksi dan

pengelolaan transaksi penerimaan

b. Pengumpulan bahan dalam rangka pelaksanaan identifikasi dan klasifikasi

dokumen / bukti transaksi penerimaan Kas

c. Penyiapan Bahan Rekonsiliasi Penerimaan SKPD terkait

d. Penyiapan Bahan Penyusunan Laporan Penerimaan APBD Semerter 1

e. Penyiapan Bahan Penyusunan Laporan Penerimaan APBD Tahunan dan

f. Pelaksanaan tugas yang diberikan oleh Kepala Bidang.

2) Sub Bidang Akuntansi Pengeluaran Kas

Sub Bidang Akuntansi Pengeluaran Kas, mempunyai tugas menyiapkan bahan

identifikasi, klarifikasi, verifikasi, evaluasi bukti transaksi pengeluaran yang sah,

penyusunan laporan belanja APBD semester 1, penyusunan laporan belanja

APBD tahunan dan rekonsiliasi belanja. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana

dimaksud dalam sub bidang Akuntansi Pengeluaran Kas mempunyai fungsi

sebagai berikut.

a. Pelaksanaan bahan identifikasi, klasifikasi, evaluasi bukti transaksi

pengeluaran yang sah

b. Pengumpulan bahan pencatatan dan penggolongan transaksi pengeluaran

c. Pengumpulan bahan identifikasi, klasifikasi transaksi pengeluaran BLUD

d. Penyiapan Bahan Penyusunan Laporan Pengeluaran APBD Semester 1

e. Penyiapan Bahan Penyusunan Laporan Pengeluaran APBD Tahunan

f. Penyiapan Bahan Rekonsiliasi pengeluaran dengan SKPD terkait, dan

g. Pelaksanaan tugas yang diberikan oleh Kepala Bidang.

3.4.6 Bidang Pengelolaan Aset

Bidang Pengelolaan Aset mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan

kebijakan di bidang penyelenggaraan kegiatan perencanaan, penatausahaan,

inventarisasi, pengamanan, pemanfaatan, penghapusan, perubahan status hukum,

TP-TGR serta pengendalian Aset Daerah. Untuk melaksanakan tugas

sebagaimana dimaksud dalam Bidang Pengelolaan Aset mempunyai fungsi

sebagai berikut.
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a. Penyusunan perogram dan petunjuk pelaksanaan di bidang penyelenggaraan

pengelolaan aset daerah

b. Pelaksanaan administrasi dan akuntansi aset daerah dan pemberian izin

penggunaan aset daerah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku

c. Penyusunan perumusan kebijakan serta petunjuk pelaksanaan dibidang

penatausahaan, inventarisasi, pengamanan, penggunaan, pemanfaatan,

penghapusan, perubahan status hukum dan TP-TRG serta pengendalian aset

daerah

d. Pelaksanaan pembinaan dan evaluasi penyelenggaraan pengelolaan aset daerah

e. Pemantauan pelaksanaan program dan administrasi pengelolaan aset daerah

f. Pengumpulan bahan koordinasi, pembinaan dan petunjuk pelaksanaan di

bidang pengelolaan aset daerah dan

g. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan

Bidang Pengelolaan Aset, terdiri atas:

1) Sub Bidang Penatausahaan dan Penggunaan

Sub Bidang Penatausahaan dan Penggunaan, mempunyai tugas mengumpulkan

bahan perumusan kebijakan administrasi dan pengamanan aset

daerah,melaksanakan koordinasi penatausahaan dan pengamanan aset daerah,

mensistematisasikan laporan aset daerah, mempersiapkan data aset daerah dalam

rangka penyusunan neraca daerah. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana Sub

Bidang Penatausahaan dan Penggunaan mempunyai fungsi :

a. Pengumpulan bahan perumusan kebijakan administrasi perencanaan,

penatausahaan, inventarisasi, pengamanan dan akuntansi aset daerah

b. Pengumpulan bahan petunjuk pelaksanaan koordinasi pembinaan, perencanaan,

penatausahaan, inventarisasi, pengamanan dan akuntansi aset daerah

c. Pelaksanaan koordinasi pembinaan, perencanaan, penatausahaan, inventarisasi,

pengamanan dan akuntansi aset daerah

d. Pengsistematisasian laporan penatausahaan, inventarisasi, dan akuntansi aset

daerah

e. Pengumpulan bahan pemantauan dan evaluasi inventarisasi dan akuntansi aset

daerah
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f. Pengumpulan, penganalisasian, pengevaluasian dan penyusunan laporan mutasi

barang, laporan persediaan barang, laporan hasil pengadaan barang dan laporan

hasil pemeliharaan barang

g. Pelaksanaan rekonsiliasi data realisasi belanja dalam rangka menyusun laporan

mutasi barang

h. Persiapan dan menyusun bahan aset daerah dalam rangka penyusunan neraca

daerah

i. Pengumpulan bahan perumusan kebijakan pengamanan aset daerah

j. Pelaksanaan koordinasi dan pembinaan pengamanan aset daerah

k. Pengumpulan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan aset

daerah dan

l. Pelaksanaan tuga-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

2) Sub Bidang Pemanfaatan, Penghapusan dan Pemindahtanganan

Sub Bidang Pemanfaatan, Penghapusan dan Pemindahtanganan, mempunyai

tugas mengumpulkan bahan perumusan kebijakan pemanfaatan, penghapusan dan

pemindahtanganan aset daerah, melaksanakan proses administrasi, pemantauan,

evaluasi pemanfaatan penghapusan dan pemindahtanganan aset daerah,

mengkoordinasikan dan memfasilitasi pelaksanaan penghapusan, perubahan status

hukum aset daerah dan tuntutan ganti rugi. Untuk melaksanakan tugas

sebagaimana dimaksud pada sub bidang Pemanfaatan, Penghapusan dan

Pemindahtanganan mempunyai fungsi:

a. Pengumpulan bahan perumusan kebijakan penggunaan dan pemanfaatan aset

daerah

b. Pengumpulan bahan petunjuk pelaksanaan koordinasi, pembinaan, penggunaan

dan pemanfaatan aset daerah

c. Pelaksanaan koordinasi pembinaan, penggunaan dan pemanfaatan aset daerah

d. Pengumpulan bahan pemantauan dan evaluasi penggunaan dan pemanfaatan

aset daerah

e. Pelaksanaan proses administrasi, pemantauan, evaluasi penggunaan dan

pemanfaatan aset daerah
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f. Pengkoordinasian dan memfasilitasi pelaksanaan penghapusan, perubahan

status hukum aset daerah dan tuntutan ganti rugi

g. Pengumpulan dan penganalisasian bahan pelaksanaan penghapusan, perubahan

status hukum aset daerah dan TP-TGR

h. Pelaksanaan pengkajian terhadap aset milik daerah yang akan dihapus dan

dipindahtangankan serta permasalahan keterlambatan pembayaran TP-TGR

i. Pengumpulan bahan perumusan kebijakan serta petunjuk pelaksanaan dibidang

penghapusan, perubahan status hukum aset daerah serta TP-TGR

j. Pelaksanaan proses administrasi penghapusan, perubahan status hukum aset

daerah serta proses TP-TGR

k. Pengumpulan bahan pemantauan, evaluasi dibidang penghapusan, perubahan

status hukum aset daerah serta TP-TGR dan

l. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

3.5 Jam Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset

Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Jember saat ini

telah melaksanakan lima hari kerja dalam 1 minggu dengan ketentuan sebagai

berikut:

1. Hari kerja adalah hari Senin Sampai Jum’at

2. Untuk jam kerja sebagai berikut.

a. Senin – Kamis : 07.00 - 15.00

Istirahat : 12.00 - 13.00

b. Jum’at : 07.00 - 14.30

Istirahat : 11.00 - 12.30

c. Sabtu – Minggu : Libur

3. Senam pagi diadakan setiap hari Jum’at mulai jam 07.00 sampai dengan

selesai

4. Kegiatan apel pagi, dilaksanakan setiap hari sebelum aktivitas di mulai.

Karyawan diwajibkan mengikuti apel pagi guna untuk mengetahui jumlah

karyawan yang hadir, serta berdo’a untuk mendukung kelancaran dalam

bekerja.
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BAB 4. HASIL KEGIATAN PRAKTEK KERJA NYATA

Kegiatan Praktek Kerja Nyata merupakan kegiatan yang menjadi syarat

yang harus dilaksanakan oleh setiap mahasiswa Diploma Tiga (D3) Universitas

Jember. Dengan adanya kegiatan Praktek Kerja Nyata ini diharapkan mahasiswa

mampu mengaplikasikan teori yang diperoleh selama berada di bangku kuliah ke

dalam dunia kerja yang sesungguhnya.

Praktek Kerja Nyata ini dilaksanakan di Badan Pengelolaan Keuangan dan

Aset (BPKA) Jember. BPKA Jember berkewajiban untuk mengelola keuangan

daerah dari penerimaan dan pengeluaran. Salah satu tugas dari BPKA Jember

sendiri adalah pengelolaan bantuan sosial dimana selanjutnya menjadi objek

pelaksanaan Praktek Kerja Nyata

4.1 Prosedur Pengajuan Bantuan Sosial

Pengajuan bantuan sosial dapat dilakukan oleh sekelompok masyarakat

atau lembaga. Pengajuan permohonan Bantuan Sosial ini dilaksanakan dari tahun

sebelumnya supaya pemerintah bisa menganggarkan dan mempertimbangkan

bahwa dana yang akan mereka berikan tepat sasaran. Pihak tersebut nantinya akan

mengajukan proposal kepada BPKA Jember. Berikut adalah prosedur pengajuan

bantuan sosial

1. Lembaga mengajukan Proposal rangkap 1 kepada Satuan Kerja Perangkat

Daerah (SKPD).

2. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) menerima Proposal dari lembaga dan

membuat surat permohonan rangkap 1.

3. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) menyerahkan Proposal dan Surat

Permohonan Bantuan Sosial (SPBS) kepada Bupati.

4. Bupati menerima Surat Permohonan Bantuan Sosial (SPBS) dan Proposal

atas dasar dokumen Surat Permohonan Bantuan Sosial (SPBS) dan Proposal

kemudian membuat koreksi kelengkapan jika tidak dikembalikan di Pejabat

Pengelolaan Keuangan Daerah (PPKD) melalui asisten Bupati, jika iya

membuat rangkap 1 dan menyerahkan dokumen, Surat Permohonan Bantuan
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Sosial (SPBS), Surat Pemeriksaan Anggaran (SPA), Proposal kepada Pejabat

Pengelolaan Keuangan Daerah (PPKD) melalui asisten Bupati.

5. Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah (PPKD) menerima Surat Pemeriksaan

Anggaran (SPA), Surat Permohonan Bantuan Sosial (SPBS), Proposal dan

memeriksa serta membuat Berita Acara rangkap 2. Lembar pertama

diserahkan kepada Bupati. Lembar ke dua, Surat Pemeriksaan Anggaran

(SPA), Surat Permohonan Bantuan Sosial (SPBS) di arsip sesuai tanggal serta

menyerahkan Proposal kepada Lembaga. Setalah Surat Pemeriksa Anggaran

(SPA) telah dibuat, Bupati memberikan proposal, Surat Permohonan Bantuan

Sosial (SPBS) dan Surat Permohonan Anggaran (SPA) kepada PPKD

khususnya dibidang Anggaran untuk menanyakan ada atau tidaknya dana

untuk pengalokasian Bantuan Sosial. Dan jika proposal tidak lengkap maka

Bupati akan mengembalikan kepada Satuan Kerja Perangkat Daeah (SKPD).

6. Bupati menerima Berita Acara (BA) lembar pertama, dan menerbitkan Surat

Keputusan Bupati (SKB) rangkap 3. Lembar pertama Surat Keputusan Bupati

(SKB) dan Berita Acara (BA) di arsip serta lembar ke dua Surat Keputusan

Bupati (SKB) diserahkan ke Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah (PPKD),

lembar ke tiga diserahkan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Setelah Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah (PPKD) telah menerima

berkas dari Bupati, kemudian bidang Anggaran memeriksa dan menetapkan

untuk anggaran dananya. Bidang Anggaran mengarsipkan surat permohonan

Bantuan Sosial dan surat pemeriksa anggaran yang diterima dari Bupati

diarsip sebagai bukti bahwa telah adanya perintah dari Bupati, dan membuat

Berita Acara (BS) yang ditujukan kepada Bupati bahwa anggaran telah dibuat

untuk permohonan dana Bantuan Sosial pada suatu lembaga.

7. Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah (PPKD) menerima Surat Keputusan

Bupati (SKB) lembar ke dua dan di arsip sesuai tanggal.

8. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) menerima Surat Keputusan Bupati

(SKB) lembar ke 3 dan membuat Surat Pemberitahuan (SP) rangkap 2 lembar

pertama untuk lembaga lembar 2 Surat Pemberitahuan (SP), Surat Keputusan

Bupati (SKB) di arsip sesuai tanggal.
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4.2 Prosedur Pencairan Bantuan Sosial

Setelah proposal pengajuan bantuan sosial disetujui, pihak yang

bersangkutan dapat melakukan pencairan. Tujuan dilakukan pencairan untuk

mencairkan uang kepada lembaga yang mengajukan permohonan Bantuan Sosial

atas persetujuan Bupati. Prosedur pencairan bantuan sosial adalah sebagai berikut:

1. Lembaga membawa proposal, Surat Permohonan Pencairan (SPP), rekening

Bank ke Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

2. Setelah itu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) menerima Proposal, Surat

Permohonan Pencairan (SPP), rekening Bank dari Lembaga, selanjutnya

memverifikasikan dan membuat fakta intergritas sebanyak 2 rangkap.

3. Kemudian memberikan fakta Intergritas, Surat Permohonan Pencairan (SPP)

rangkap pertama ke Bupati. Fakta intergritas rangkap ke dua, Proposal,

rekening Bank diarsip sesuai tanggal.

4. Setelah itu membuat nota verifikasi masing-masing 2 rangkap. Rangkap

pertama diserahkan ke Bupati, rangkap ke dua diarsip menurut tanggal.

5. Bupati menerima fakta Intergritas, Surat Permohonan (SP), dan nota

verifikasi dari SKPD.

6. Dari ketiga dokumen tersebut Bupati membuat nota dinas sebanyak 2

rangkap.

7. Fakta Intergritas, Surat Permohonan Pencairan (SPP), Nota Verifikasi dan

Nota Dinas rangkap ke dua diserahkan ke Bagian Pejabat Pengelolaan

Keuangan Daerah (PPKD). Nota Dinas rangkap pertama diarsip menurut

tanggal.

8. Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah (PPKD) menerima fakta Intergritas,

Surat Permohonan Pencairan (SPP), Nota Verifikasi dan Nota Dinas dari

Bupati.

9. Kemudian Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah (PPKD) membuat Surat

Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS), Surat Perintah Mencairkan

(SPM), Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) masing- masing 2 rangkap.

10. Fakta Intergritas, Surat Permohon Pencairan (SPP), Nota Verifikasi, Nota

Dinas, Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) rangkap pertama,

Digital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


40

dan Surat Perintah Mencairkan (SPM) rangkap pertama diarsip sesuai

tanggal. Surat Perintah Mencairkan (SPM) rangkap ke dua Surat Permintaan

Pembayaran Langsung (SPP-LS) rangkap ke dua diserahkan ke Bank.

11. Dan yang terakhir membuat Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) rangkap 4

yang ditujukan kepada pengguna anggaran, kepada Bank yang ditunjuk,

pihak ke tiga selaku Bendahara Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah

(PPKD) dan kuasa BUD yaitu BPKA.

12. Bank menerima Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS), Surat

Perintah Mencairkan (SPM), Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari

Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah (PPKD).

13. Dari ke tiga dokumen tersebut pihak Bank mencairkan dana dan mencetak

bukti setoran sebanyak 3 rangkap.

14. Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS), Surat Perintah

Mencairkan (SPM), Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), bukti setoran

rangkap 3 diarsip sesuai tanggal.

15. Bukti setoran rangkap pertama diserahkan ke Pejabat Pengelolaan Keuangan

Daerah (PPKD) rangkap ke dua diserahkan kepada Lembaga.

16. Jika semua telah lengkap dan dicetak oleh Kepala Perbendaharaan dan telah

di stempel pula kemudian Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dibawa ke

Bank Jatim untuk mentransfer kepada penerima Bantuan Sosial.

17. Dan yang terakhir bukti setoran disimpan oleh BPKA sebagai bukti bahwa

uang telah mereka cairkan dan penerima juga menerima bukti setor dari Bank

bahwa ia telah menerima uang.

4.3 Prosedur Pertanggung Jawaban Bantuan Sosial

Setiap lembaga yang menerima bantuan sosial harus melaporkan bantuan

tersebut kembali ke Satuan Kerja Perangkat Daerah yang terkait. Berikut prosedur

pertanggung jawaban bantuan sosial.

1. Lembaga membuat Surat Pernyataan tanggungjawaban (SPJ) sebanyak 1

rangkap.
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2. Laporan Pertanggung Jawaban Bantuan Sosial (LPJBS) rangkap pertama

diarsip sesuai tanggal. Surat Pernyataan tanggungjawaban (SPJ) dan Laporan

Pertanggung Jawaban Bantuan Sosial (LPJBS) rangkap ke dua diserahkan ke

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Rangkap ke tiga Laporan

Pertanggung Jawaban Bantuan Sosial (LPJBS) diserahkan ke Pejabat

Pengelolaan Keuangan Daerah (PPKD).

3. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) menerima Laporan Pertanggung

Jawaban Bantuan Sosial (LPJBS) dan Surat Pernyataan tanggungjawaban

(SPJ) dari Lembaga.

4. Dari dokumen ke dua tersebut Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)

membuat Rincian Pertanggung Jawaban (RPJ) sebanyak 2 rangkap.

5 Surat Pernyataan tanggungjawaban (SPJ), Laporan Pertanggung Jawaban

Bantuan Sosial (LPJBS) rangkap ke dua dan Rincian tanggungjawaban (RPJ)

rangkap ke dua diarsip menurut tanggal.

6 Rincian Pertanggung Jawaban (RPJ) rangkap pertama diserahkan kepada

Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah (PPKD).

7 Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah (PPKD) menerima Laporan

Pertanggung Jawaban Bantuan Sosial (LPJBS) rangkap ke tiga dari lembaga

dan Rincian Pertanggung Jawaban (RPJ) rangkap pertama dari Satuan Kerja

Perangkat Daerah (SKPD). Setelah itu diarsip menurut tanggal.

8 Laporan Pertanggung Jawaban disampaikan paling akhir tiga (3) bulan

terhitung sejak diterimanya dana Bantuan Sosial untuk tertib laporan

Pertanggung Jawaban beserta bukti-bukti pendukung yang sah dan lengkap

maka Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait menerbitkan surat

teguran pertama.

9 Surat teguran ke dua akan dikeluarkan Satuan Kerja Perangkat Daerah

(SKPD) terkait apabila 14 hari kalender setelah surat teguran satu (1)

diterima, penerima dana Bantuan Sosial belum menyerahkan laporan

pertanggung jawaban beserta bukti-bukti pendukung yang sah dan lengkap.

10 Apabila dalam waktu 14 hari kalender telah diterbitkan surat teguran kedua

penerima dana Bantuan Sosial belum menyampaikan laporan pertanggung
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jawaban maka Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait melaporkan kepada

Bupati dengan tembusan BPK-RI perwakilan di Surabaya.
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PROSEDUR PENGAJUAN BANTUAN SOSIAL PADA KANTOR BPKA
KABUPATEN JEMBER Dilanjutkan

Lembaga SKPD
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Sumber: Data diolah dari Kantor BPKA Kabupaten Jember

Gambar : 4.1 Flowchart ( BagianAlir ) Prosedur Pengajuan Bantuan Sosial
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PROSEDUR PENGAJUAN BANTUAN SOSIAL PADA KANTOR BPKA
KABUPATEN JEMBER Dilanjutkan

Bupati PPKD

Sumber: Data diolah dari Kantor BPKA Kabupaten Jember

Gambar : 4.1 Flowchart ( BagianAlir ) Prosedur Pengajuan Bantuan Sosial
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PROSEDUR PENGAJUAN BANTUAN SOSIAL PADA KANTOR BPKA
KABUPATEN JEMBER Dilanjutkan

Bupati PPKD SKPD

Sumber: Data diolah dari Kantor BPKA Kabupaten Jember

Gambar : 4.1 Flowchart ( BagianAlir ) Prosedur Pengajuan Bantuan Sosial
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PROSEDUR PENCAIRAN BANTUAN SOSIAL PADA KANTOR BPKA

KABUPATEN JEMBER Dilanjutkan

Lembaga SKPD

Proposal             1
SPP 1

1

1

Sumber: Data diolah dari Kantor BPKA Kabupaten Jember
Gambar : 4.2 Flowchart ( BagianAlir ) Prosedur Pencairan Bantuan Sosial
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PROSEDUR PENCAIRAN  BANTUAN SOSIAL PADA KANTOR BPKA
KABUPATEN JEMBER Dilanjutkan

Bupati PPKD

SKPD

Sumber: Data diolah dari Kantor BPKA Kabupaten Jember

Gambar : 4.2 Flowchart ( BagianAlir ) Prosedur Pencairan Bantuan Sosial
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PROSEDUR PENCAIRAN  BANTUAN SOSIAL PADA KANTOR BPKA

KABUPATEN JEMBER Dilanjutkan

BANK PPKD LEMBAGA

Sumber: Data diolah dari Kantor BPKA Kabupaten Jember

Gambar : 4.2 Flowchart ( BagianAlir ) Prosedur Pencairan Bantuan Sosial
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PROSEDUR PERTANGGUNG  JAWABAN BANTUAN SOSIAL PADA
KANTOR BPKA KABUPATEN JEMBER Dilanjutkan

Lembaga SKPD PPKD
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Gambar : 4.3 Flowchart ( BagianAlir ) Prosedur Pertanggung Jawaban Bantuan Sosial
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4.4 Kegiatan selama Praktek Kerja Nyata

Praktek Kerja Nyata yang dilaksanakan pada Badan Pengelolaan

Keuangan dan Aset (BPKA) ini merupakan salah satu bentuk metode untuk

melatih tingkat keaktifan kita sebelum terjun di masyarakat. Hasil dari kuliah

kerja ini antara lain yaitu mendapatkan pengalaman baru yang dapat diterapkan

dalam kehidupan bermasyarakat dengan informasi yang jelas tentang fungsi, tugas

dan ruang lingkup sebuah pemerintahan. Kemudian selain mendapatkan hasil

pelaksanaan praktek kerja nyata secara umum tentunya ada lagi hasil-hasil kuliah

kerja per sub bidang yang telah didapatkan dari masing-masing bidang yang ada

pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset (BPKA) Kabupaten Jember. Namun

lebih mengkrucut saya hanya mendalam di salah satu sub bidang yaitu Bidang

Perbendaharaan.

Kegiatan Praktek Kerja Nyata di Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset

(BPKA) Jember yaitu membantu tugas yang ada pada bidang tersebut dengan

dahulu mendapatkan petunjuk dan bimbingan dari karyawan yang bersangkutan.

Aktifitas yang dilakukan selama Praktek Kerja Nyata di Badan Pengelolaan

Keuangan dan Aset antara lain:

1. Membuat Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)

Merupakan surat yang dipergunakan untuk mencairkan dana melalui bank

yang ditujuk setelah SPM diterima oleh Bendahara Umum Daerah (BUD).

SP2D bersifat spesifik, artinya satu SP2D hanya dibuat untuk satu SPM.

SP2D diterbitkan paling lambat 2 hari sejak SPM diterima.

2. Membuat Surat Perintah Mencairkan (SPM)

Proses penerbitan SPM adalah tahapan lanjutan dari proses pengajuan

SPP. SPM juga dibedakan menjadi 4 sesuai dengan jenis SPP-nya. SPM

akan diterbitkan jika pengeluaran yang diminta tidak melebihi dari

anggaran yang tersedia, dan didukung oleh kelengkapan dokumen lainnya.

3. Mengikuti kegiatan Monitoring (pengecekan kelengkapan berkas-berkas)

dibeberapa SKPD dan Kecamatan.

Monitoring dan elavuasi terhadap penerima belanja bantuan sosial dalam

bentuk uang, barang atau jasa dilaksanakan oleh SKPD terkait bersama
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inspektorat kabupaten agar pemberiannya sesuai dengan tujuan dan tepat

sasaran sesuai perencanaan yang telah ditetapkan. Hasil monitoring dan

evaluasi pemberian belanja bantuan sosial disampaikan kepada Bupati

sesuai tingkat capaian maupun perkembangan penerima bantuan. Apabila

terjadi penyimpangan dalam penggunaan belanja bantuan sosial

sepenuhnya menjadi tanggung jawab penerima belanja yang bersangkutan.

Dalam hal hasil monitoring dan evaluasi penggunaan belanja bantuan

sosial yang tidak sesuai dengan usulan yang telah disetujui, penerima

bantuan sosial yang bersangkutan dikenakan sanksi sesuai dengan

peraturan perundang- undangan.
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BAB 5. KESIMPULAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil Praktek Kerja Nyata yang berkaitan dengan Pelaksanaan

Prosedur Pencairan Bantuan Sosial pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset

Kabupaten Jember dapat disimpulkan sebagai berikut.

a. Prosedur pencairan bantuan sosial dimulai dari prosedur pengajuan bantuan

sosial yang dilakukan Lembaga dan diverifikasi oleh Satuan Kerja Perangkat

Daerah (SKPD), Bupati, dan Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah (PPKD).

Meliputi beberapa prosedur sebagai berikut:

1. Menerima proposal dan kelengkapan dari SKPD verifikator.

2. Proposal dan kelengkapannya diteliti ulang oleh Pembantu PPKD

dan kemudiaan diajukan ke PPK-PPKD untuk diteliti ulang.

3. Jika Proposal dan kelengkapan dinyatakan tidak lengkap, PPKD

mengembalikan berkas paling lambat 2 hari kerja sejak proposal

dan kelengkapannya diterima kepada SKPD verifikator agar

dilakukan penyempurnaan.

4. Jika Proposal dan kelengkapan dinyatakan lengkap dan benar

PPKD akan memeriksa dan menetapkan untuk anggaran dananya.

b. Setelah pengajuan proposal bantuan sosial disetujui, Lembaga dapat

melakukan proses pencairan bantuan sosial. Pencairan bantuan sosial

diverifikasi dan diotorisasi oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD),

Bupati, Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah (PPKD) dan pihak Bank.

Meliputi beberapa prosedur sebagai berikut

1. Proposal dan kelengkapannya dinyatakan lengkap dan benar maka

Bendahara PPKD membuat SPP paling lambat 2 hari kerja sejak

proposal dan kelengkapan diterima.

2. Kemudiaan PPKD membuat surat SPM dan SP2D yang ditujukan

untuk pengguna anggaran dan Bank yang ditunjuk selaku

Bendahara PPKD dan kuasa BUD yaitu BPKA.
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3. Jika semua telah lengkap dan dicetak oleh Kepala Perbedaharaan

dan telah di stempel pula kemudiaan surat SP2D dibawa ke Bank

Jatim untuk mentransfer uang kepada penerima Bantuan Sosial.

4. Dan yang terakhir bukti setoran disimpan oleh BPKA sebagai bukti

bahwa uang telah mereka cairkan dan penerima juga menerima

bukti setor dari Bank bahwa ia telah menerima uang.

c. Lembaga berkewajiban melaporkan penggunaan bantuan sosial dengan

membuat Surat Pernyataan Pertanggung Jawaban. Prosedur pertanggung

jawaban bantuan sosial dimulai dari laporan lembaga yang kemudian

diverifikasi oleh pihak Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Meliputi

beberapa prosedur sebagai berikut:

1. Penerima Bantuan Sosial bertanggung jawab penuh secara formal

material atas penggunaan uang, barang dan jasa yang diterima dan

menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban kepada Bupati

melalui SKPD terkait selaku verifikator dan PPKD.

2. Laporan pertanggungjawaban bantuan sosial meliputi Surat

pernyataan tanggungjawaban, bukti-bukti pengeluaran yang

lengkap dan sah sesuai peraturan peraturan perundang-undangan

bagi penerima bantuan sosial berupa uang atau salinan bukti serah

terima barang bagi penerima bantuan sosial berupa barang atau

jasa.

3. Laporan pertanggungjawaban disampaikan paling akhir 3 bulan

terhitung sejak diterimanya dana bantuan sosial, untuk tertib

laporan pertanggungjawaban pada akhir tahun anggaran penerima

dana pada triwulan ke 4 disampaikan paling lambat pada tanggal

10 Bulan Januari tahun anggaran berikutnya.

4. Apabila melebihi batas waktu penerima bantuan sosial belum

menyerahkan laporan pertanggungjawaban beserta bukti-bukti

pendukungnya yang sah dan lengkap maka SKPD terkait

menerbitkan Surat Teguran I. Surat teguran II akan dikeluarkan

SKPD terkait apabila 14 hari kalender setelah teguran I diterima,

Digital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


54

penerima dana bantuan sosial belum menyerahkan laporan

pertanggungjawaban beserta bukti-bukti pendukung yang sah dan

lengkap.

5. Apabila dalam waktu 14 hari kalender telah diterbitkan surat

teguran II penerima dana bantuan sosial belum menyampaikan

laporan pertanggungjawaban maka SKPD terkait melaporkan

kepada Bupati dengan tembusan BPK-RI perwakilan di Surabaya.

5.2 Saran

Penulis merekomendasikan saran agar ke depan Badan Pengelolaan

Keuangan dan Aset Kabupaten Jember lebih menjaga data data penting terutama

data data akuntansi terkait operasional, lebih mematuhi kebijakan manajemen dan

mendorong efisiensi dengan cara meningkatkan pengendalian internal.

Pengendalian internal yang dilakukan meliputi organisasi, metode dan ukuran-

ukuran yang dikoordinasikan. Pengendalian internal yang efektif dan efisian dapat

membantu tercapainya Visi, Misi, dan tujuan Badan Pengelolaan Keuangan dan

Aset Kabupaten Jember.
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